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Open Government Partnership (OGP)

Open Government  
Partnership (OGP) 
merupakan inisiatif 
multilateral dimana  tokoh 
perubahan  pemerintah 
dan penggiat  organisasi 
masyarakat  
mengembangkan rencana  
aksi dengan tujuan  
pemerintahan yang
transparan, akuntabel, 
partisipatif, inovatif, dan 
inklusif.

Hingga 2020, 78 negara 
telah menjadi anggota dan 
lebih dari 3.000 komitmen
disusun

Negara Inisiator OGP
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Open Government Indonesia (OGI)

Apa itu OGI?

Gerakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

yang berkolaborasi untuk melahirkan ide dan inisiatif dalam mendorong praktik

keterbukaan pemerintah (open government)

Sekretariat Nasional OGI

Memfasilitasi pencapaian Rencana Aksi Nasional dan berkoordinasi dengan pemangku

kepentingan lainnya untuk mengkonsolidasikan praktik open government, baik di tingkat

nasional maupun daerah.

Tujuan OGI

Mendorong implementasi nilai transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas yang

inklusif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

Kegiatan MSF OGI 2019



Nilai-Nilai Open Government Indonesia
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Akuntabilitas
Mendorong
Implementasi Program 
Pemerintah yang Dapat
Dipertanggungjawabkan

Inovasi
Penyempurnaan dan 
Peningkatan Kualitas
Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN) 

Partisipasi
Meningkatkan
Partisipasi Publik
dalam Proses 
Pengambilan
Kebijakan Publik

Transparansi
Membangun
Transparansi Kinerja 
Pemerintahan Inklusif

Merangkul Kelompok
Terpinggirkan dalam
Perencanaan
Pembangunan



Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open 
Government Indonesia (RAN OGI) 2020-2022

106
Rapat

Pembahasan

18
Komitmen

27
Organisasi

Masyarakat 

Sipil

53%
Peserta yang Terlibat

adalah Perempuan

32
Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah
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2. URGENSI PELAYANAN PUBLIK 
BAGI KELOMPOK MARJINAL



Urgensi Komitmen Model Inovasi Pelayanan Publik 
untuk Kelompok Marjinal (1/2)
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Kelompok marjinal memiliki
keterbatasan akses terhadap
penghidupan layak, yang tak
hanya berdampak ekonomi, 
tetapi juga eksklusi terhadap
akses kesehatan dan 
pendidikan yang layak.

Sen, Amartya. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and 
Scrutiny. Manila: Asian Development Bank.

Marjinalitas bersifat
multidimensional yang 
‘menggabungkan’ 
kemiskinan, diskriminasi dan 
eksklusi sosial dalam satu
bentuk, yang berdampak
pada ketimpangan serta
kemiskinan akut.

Gurung, Ghana S and Kollmair Michael. (2014). Marginality: 
Concepts and Their Limitations. I6 Working Paper No. 4. 

BPS, Maret 2020

Pandemi COVID-19 menyebabkan
peningkatan jumlah penduduk miskin
(26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang 
terhadap September 2019); 
kedalaman kemiskinan (jarak rata-
rata pengeluaran penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan) dan 
keparahan kemiskinan (ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk
miskin).
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Hasil Survei INFID 
dan LDUI (2020) 
menunjukkan peran
Dinas Kesehatan
dalam penanganan
pandemi COVID-19 
belum maksimal
dirasakan
masyarakat.

P
e

m
e

ta
an

K
e

lo
m

p
o

k
R

e
n

ta
n

d
an

M
ar

ji
n

al
(T

N
P

2
K

,2
0

2
0)

INFID dan LDUI, 2020

Perlunya konsep dan standardisasi pelayanan
publik yang inklusif serta ramah bagi kelompok
marjinal.

Pentingnya strategi pengembangan dan 
pendampingan inovasi (drum-up, diagnose, design, 
deliver) terkait terobosan pelayanan publik untuk
kelompok marjinal, bagi Pemerintah Daerah.

Urgensi Komitmen Model Inovasi Pelayanan Publik 
untuk Kelompok Marjinal (2/2)
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3. KOMITMEN V RAN OGI 2020-2022



Komitmen V: 
“Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal” 

• Terdapat 18 komitmen yang akan diimplementasikan di tahun
2021 – 2022. 

• Komitmen ke-5: “Model Inovasi Pelayanan Publik untuk 
Kelompok Marjinal” adalah kegiatan ko-kreasi antara Lembaga 
Administrasi Negara dan Lakpesdam PBNU.

• Komitmen ini selaras dengan nilai keterbukaan pemerintah, 
terutama dalam memberikan layanan publik yang inklusif.
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“Mendorong diseminasi
konsep ‘Pelayanan Publik
bagi Kelompok Marjinal’ 

kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) – Pemerintah

Daerah”

Selaras dengan Program 
Prioritas RPJMN terkait
Penyelenggaraan Sistem
Layanan dan Rujukan
Terpadu

1.

Mendukung Goal 1 dari
SDGs untuk memberantas
kemiskinan.

2.

Model Inovasi Pelayanan Publik untuk 
Kelompok Marjinal05
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Ukuran Keberhasilan dan Target Capaian 
per Semester05

Penanggung
Jawab

Ukuran Keberhasilan B06 (2021) B12 (2021) B18 (2022) B24 (2022) Data Pendukung

Lembaga 
Admininstrasi 

Negara

Jumlah daerah yang 
mendapatkan
diseminasi konsep
"Pelayanan Publik
bagi Kelompok
Marjinal" kepada
kalangan OPD

Diseminasi pada 
tahap 
diagnose/design 
kegiatan 
Laboratorium 
Inovasi (4 daerah)

Penyusunan 
Laporan hasil 
Diseminasi 

Diseminasi pada 
tahap 
diagnose/design 
kegiatan 
Laboratorium 
Inovasi (4 daerah)

Penyusunan 
Laporan hasil 
Diseminasi 

Daftar OPD di tiap 
daerah yang 
mengikuti 
diseminasi konsep 
"Pelayanan Publik 
bagi Kelompok 
Marjinal"

Lakpesdam 
PBNU

Jumlah daerah yang 
melakukan 
pendampingan 
layanan publik 
kepada kelompok 
marginal 

Ekpos hasil inovasi 
Layanan Inklusi 
bagi kelompok 
Marjinal untuk 
LAN.

Pemetaaan dan 
perumusan materi 
strategi 
pendampingan.

Pemantauan
pendampingan

Penyusunan 
laporan 
pendampingan 

Daftar daerah yang 
didampingi terkait
layanan publik



15

05

Pemahaman terkait konsep kelompok marjinal dan model pelayanan
publik;

Poin-Poin Diskusi

Penyusunan desain kegiatan;

Penajaman terkait target capaian per semester;

Pembahasan awal lokus daerah dampingan.
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